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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik 

 
Dalam rangka mewujudkan hak atas informasi, sesuai dengan amanat undang-

undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak 

azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala 

jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam 

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang 

mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi 

publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh 

dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 

Komitmen melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, diwujudkan dalam Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi 

Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. 

Perangkat peraturan ini memberikan jaminan kepada masyarakat secara 

individu atau badan hukum untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan 

publik. Peraturan perundang - undangan ini memberikan kesempatan partisipasi 

publik terhadap penyelenggaran negara, yang pada akhirnya dapat mendorong 

terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efesien, dan 

akuntabel. 

Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga sebagai instansi yang 

menyelenggarakan pelayanan publik dibidang perikanan tangkap, wajib menerapkan 

keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik 

(good government). 



  

Dalam mewujudkan tata kelola good government yang efisien, transparan, dan 

efektif perlu dilakukan evaluasi terkait penerapan kebijakan pelayanan informasi 

publik lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga. 

 
Maksud dan tujuan laporan keterbukaan informasi publik yakni, untuk 

mengimplementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian 

Kelautan Dan Perikanan. 

Sehingga tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan 

informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik. 

1.2 Tujuan 

 
Melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi secara rutin dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan 

keterbukaan informasi publik pada lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara 

Sibolga. 

1.3 Ruang Lingkup 

 
Sasaran monev ini adalah penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik 

yang telah ditetapkan oleh pelabuhan perikanan : 

1. Mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik 

yang telah ditetapkan di pelabuhan perikanan. 

2. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan informasi publik serta memberikan 

solusi/saran terbaik. 

1.4 Dasar Hukum 

 
Kebijakan layanan informasi publik di KKP yang menjadi dasar hukum 

sebagai berikut: 

Regulasi Keterangan 

UU No 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik 

PP No 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang - Undang 

Keterbukaan Informasi Publik 



  

Perkip No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian 

Sengketa Informasi Publik 

PermenKP 32/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan 

Kementerian Kelautan Dan Perikanan 

KepmenKP No. 

35/KEPMEN-KP/SJ/2014 

Tentang Pengelola Informasi Dan 

Dokumentasi Di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

PermenKP No. 

56/PERMEN-KP/2020 

Tentang Penanganan Pengaduan di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 

KepmenKP No. 

81/KEPMEN-KP/SJ/2014 

Tentang Klasifikasi Informasi Yang 

Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian 

Kelautan Dan Perikanan 

PermenKP No. 42/ PERMEN-KP/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan 

Informasi Publik Di Lingkungan 

Kementerian Kelautan Dan Perikanan 

KepmenKP No. 36/KEPMEN-KP/2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan 

PerKI I Tahun 2021 Standar layanan Informasi Publik 

PerKI I Tahun 2022 Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan 

Informasi Publik 



  

BAB II 

PELAKSANAAN 

 
2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 

2.1.1 Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian terdiri atas: 

a. Atasan PPID Kementerian; 

b. PPID Kementerian; 

c. Atasan PPID Pelaksana; 

d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas: 

1. PPID Unit Organisasi Eselon I 

2. PPID UPT 

3. PPID LPMUKP. 

e. tim pertimbangan; dan 

f. Petugas Pelayanan Informasi Publik. 

 
2.1.2 Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana 

PPID Pelaksana mempunyai tugas; 

a. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan 

atasan PPID Pelaksana. 

b. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan 

dukungan anggaran yang memadai. 

c. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan 

PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik. 

d. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas 

PPID Pelaksana. 

e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik. 

f. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik. 



  

g. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi 

Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP. 

h. Mengoordinasikan; 

1. Pengumpulan seluruh Informasi Publik. 

2. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan 

efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan 

3. Pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar 

berjalan dengan baik. 

i. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan 

kewenangannya; 

j. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk 

dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; 

 
2.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan montoring dan evaluasi penerapan Kebijakan Pelayanan Informasi 

Publik, pengguna layanan Informasi publik, dan sarana prasarana pelayanan informasi 

publik. 

PPN Sibolga telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik dengan 

menetapkan pejabat dan petugas pelaksana pelayanan informasi serta dokumentasi, 

yang meliputi kewajiban dan hak penyedia informasi. 

Kewajiban penyedia informasi publik, meliputi : 

 
● Mencatat setiap permohonan dan membuat rekapitulasi secara berkala; 

● Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi publik 

dan dokumentasi; 

● Memberikan jawaban atas permohonan informasi publik; 

● Memberikan klarifikasi kepada pemohon jika terjadi perbedaan informasi 

publik yang diberikan; 

● Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 



  

Hak penyedia infomasi publik, meliputi : 

 
● Menolak  memberikan  informasi  publik  apabila tidak sesuai dengan 

kebutuhan peraturan perundang-undangan; 

● Menolak permohonan informasi publik yang termasuk dikecualikan; 

● Meminta penjelasan kepada pemohon informasi publik mengenai tujuan 

penggunaan informasi publik yang diminta oleh pemohon; 

● Melakukan tuntutan secara hukum apabila pemohon menyalahgunakan 

informasi publik yang diberikan. 

 
Media Penyampaian Informasi dan Pengaduan Masyarakat 

Terdapat beberapa media penyampaian informasi dan pengaduan masyarakat melalui 

media elektronik dan non elektronik berdasarkan jenis informasi publik, sebagai berikut: 

Span Lapor    : lapor.go.id 

Facebook    : PPN Sibolga 

X    : @ppnsibolga1 

Instagram    : @ppnsibolga 

Telepon dan Whatsapp  : 0811989011 / 082162243313 

Youtube    : ppnsibolga4151 

Website    : https://ppid.kkp.go.id/ 

Surat/Tatap Muka/Kotak aduan : Jl. Jend. Gatot Subroto, Pondok Batu, Sarudik, 

      Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. 

https://lapor.go.id/
https://ppid.kkp.go.id/


 

Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik 

 

 
 

 

 
 



 

 

Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat 



  

BAB III 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

3.1.  Pembahasan 

Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi ataupun melakukan Permohonan 

permintaan informasi dapat mengakses ke laman web PPID PPN Sibolga, pada link 

berikut : 

https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-sibolga/ 

Data pemohon informasi yang telah masuk maka akan diterima oleh Admin PPID KKP 

kemudian diberikan kepada PPID Eselon I DJPT lalu akan didisposisikan ke unit kerja 

PPN Sibolga. Setelah Admin PPN Sibolga menerima disposisi maka akan langsung bisa 

menindaklanjuti permohonan yang diajukan. Pada saat ini, PPN Sibolga dapat 

menyertakan lampiran jawaban permohonan yang diajukan pemohon. Selain itu, data 

pemohon informasi juga masuk melalui media sosial dan persuratan PPN Sibolga. 

 

3.2. Rekapitulasi Pengaduan dan Permohonan Informasi, Periode Tahun 2025. 

Terdapat tiga belas (13) permohonan informasi publik yang diterima melalui kanal 

pelayanan dan permohonan informasi publik, diantaranya: tatap muka: 5, dan Website 

PPID: 5, dan Media Sosial: 3. Serta tidak ada Pengaduan yang diterima. 

 

Pengaduan dan Permohonan Informasi Publik

Tatap Muka Website PPID Span Lapor

Media Sosial Telepon/Whatsapp

https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-sibolga/


  

 

 
 

No. Bulan Jumlah 
Pemohon 

Permohonan Alasan Ditolak Bentuk Informasi 

Diterima Ditolak Cetak Rekam Online Tatap 
Muka 

1. Januari 2 2 0 -  v v  

2. Februari 0 0 0 -     

3. Maret 0 0 0 -     

4. April 1 0 1 Tidak melengkapi 
persyaratan 

    

5. Mei 0 0 0 -     

6. Juni 4 3 1 Tidak melengkapi 
persyaratan 

  v v 

7. Juli 0 0 0 -     

8. Agustus 0 0 0 -     

9. September 1 0 1 Tidak melengkapi 
persyaratan 

    

10. Oktober 2 1 1 Tidak melengkapi 
persyaratan 

v    

11. November 3 3 0 -   v  

12. Desember 0 0 0 -     
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3.3.  Rekapitulasi Penanganan Pengaduan, Periode: Tahun 2025. 
 Terdapat tiga belas (13) permohonan informasi publik yang diterima, dan tidak ada pengaduan, yang terdiri dari: 

 
Semester I Tahun 2025: 

 

 



 

Semester II Tahun 2025:



 

 

3.4. Hasil Analisis Rekomendasi Pelaksanaan PPID di UPT 

1. Atasan PPID di UPT berkomitmen untuk memberikan fasilitas sarana dan 

prasarana serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi dan 

dokumentasi pada pelayanan informasi, mulai dari : 

➢ Menyediakan pemenuhan pengadaan fasilitas sarana prasarana pengelolaan 

informasi dan dokumentasi. 

➢ Melakukan mengindentifikasi menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar 

Informasi yang Dikecualikan (DIK). 

➢ Apabila terdapat permohonan informasi, atasan PPID harus mengetahui dan 

memberikan arahan untuk tindak lanjuti dari permohonan informasi. 

➢ Meminimalisir adanya ketidakpuasan pemohon informasi yang telah diberikan 

kepada pemohon. 

2. PPID UPT untuk melakukan pengumpulan data dan informasi yang dihasilkan 

dari UPT sebagai bahan pada saat akan dilakukannya monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan PPID. 

3. Melaksanakan internalisasi kepada petugas PPID maupun petugas keamanan 

(dalam menerima kunjungan). 

4. Pelaksanaan pelayanan informasi bersinergi dengan Arsiparis, PBJ dan 

bidang-bidang terkait. 

5. Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik KKP 

tahun 2025, PPN Sibolga mendapat kategori cukup informatif. Dalam 

pelaksanaannya terdapat kendala penyampaian informasi publik melalui Website 

PPID akibat VPN terganggu dan tidak dapat terhubung yang telah dilakukan 

koordinasi dengan Pusdatin KKP. 



 

 

6. Bencana alam yang menimpa wilayah Sumatera Utara menyebabkan hilangnya 

koneksi internet, sehingga menghambat penyampaian permohonan informasi, oleh 

karena itu dibutuhkan fasilitas internet yang lebih baik. Oleh karena itu PPN 

Sibolga telah menyediakan fasilitas internet berupa Starlink. 

 

3.5. Kendala pelaksanaan Layanan Informasi Publik 

Dalam penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan keterbukaan 

informasi publik Tahun 2025 di PPN Sibolga terdapat beberapa kendala internal 

diantaranya: berdasarkan musibah yang menimpa wilayah Sumatera Utara, PPN 

Sibolga tidak memiliki cadangan fasilitas internet, yang mengakibatkan hilangnya 

koneksi internet di wilayah PPN Sibolga. 

 

Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi ialah VPN sering mengalami 

gangguan, sehingga menghambat proses penginputan data dukung Monev 

Keterbukaan Informasi Publik di dalam Website PPID. 

 

3.6. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pelaksanaan PPID di Semester II tahun 2024 

 PPN Sibolga telah melakukan penambahan fasilitas pelayanan publik kepada 

penyandang disabilitas, diantaranya: 

1. Guiding block; 

      



 

 

2. Magnifier atau kaca pembesar; 

     

3. Hearing Aid atau alat bantu dengar; 

     

4. Brailtex atau papan menulis dan membaca huruf Braile; 

      

5. Gambar panduan bahasa isyarat Sibi dan Bisindo. 

       



 

 

6. Telah tersedianya sarana prasarana pendukung berupa lensa kamera dan 

drone, untuk menunjang kemudahan pengambilan dokumentasi baik itu berupa 

foto ataupun video; 

6.1. lampiran sarana prasarana berupa lensa kamera dan drone 
 

 

7. Atasan PPID telah memberikan arahan untuk menindak lanjuti permohonan 

informasi melalui disposisi kepada bidang-bidang terkait. 

7.1. lampiran disposisi dan surat penyampaian data atas permohonan informasi 
publik 
 

 

 



  

 

3.7. Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaksanaan PPID di UPT 

1. Menyiapkan sarana dan prasarana serta bertanggung jawab terhadap 

pengelolaan informasi dan dokumentasi pada pelayanan informasi. 

2. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang 

Dikecualikan (DIK) kemudian mengajukan uji konsekuensi. 

3. Koordinasi dengan atasan PPID UPT dalam menerima permohonan informasi. 

4. Memberikan ketepatan dan kecepatan penyampaian informasi kepada 

pemohon. 



  

Petugas PPID 
 
 
 

 
Surya Pradana 

BAB IV  

PENUTUP 
 

4.1 Kesimpulan 
Pelaksanaan pelayanan informasi PPID di Pelabuhan Perikanan Nusantara 

Sibolga pada Semester I belum terlaksana dengan sempurna, oleh karena itu 

dibutuhkan peran oleh seluruh Petugas dan Anggota tim PPID agar pengelolaan 

pelayanan keterbukaan informasi dan publikasi dapat berjalan secara maksimal. 

PPN Sibolga terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan informasi dengan 

memenuhi fasilitas bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan guiding block, kaca 

pembesar (magnifier), alat bantu dengar (hearing aid), papan menulis dan membaca huruf 

Braile (brailtex), dan gambar panduan bahasa isyarat.  

 
4.2 Saran 

Dibutuhkan peningkatan kapasitas petugas PPID baik itu melalui diklat atau 

pertemuan secara luring, agar lebih efektif dalam penyampaian kendala dan 

pemahaman dalam pengelolaan website serta jenis-jenis informasi publik. 

PPN Sibolga sering mendapatkan gangguan untuk terhubung ke VPN dan 

website PPID, oleh karena itu diharapkan Pusdatin dapat memberikan alternatif lain 

untuk terhubung ke` website PPID tanpa melalui akses VPN. 

 

 

 
Mengetahui, 

Sibolga, 3 Juli 2025  

 
 

 
 

Menyetujui, 

Kepala Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Sibolga 
 
 

 
Irvan Armana 

NIP.198801032010121003 

Ketua Tim Kerja 
Dukungan Manajerial 

Roida Susi A. Manurung 


